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WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Men imbang

Mengingat

1

• ~

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

bahwa Sistem dan Prosedur Akuntansi dilaksanakan untuk seragaman
pengaturan, pengukuran maupun pelaporan dalam sistem pelaporan
transaksi;

bahwa untuk melaksanakan maksud hump a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di
ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perautran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi
Pemerintahan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);

25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor
28,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 21);

28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2014 Nomor 3);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN SISTEM DAN
PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Banjarmasin.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota
Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

5. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin, Wakil Walikota Banjarmasin, Sekretaris Daerah Kota
Banjarmasin dan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin
selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah
pada Pemerintah Kota Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, yang juga
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah para Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat di lingkungan SKPKD yang ditunjuk oleh PPKD selaku
BUD untuk melaksanakan tugas yang dimiliki BUD.

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.

13. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan daerah.

14. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan daerah.

15. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

16. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penggunan anggaran / pengguna
barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan.

17. Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi
tertentu secara sistematis untuk satu periode.
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18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.

19. Apropriasi adalah anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada
Walikota untukmelaksanakan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

20. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada daerah.

21. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

22. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik
serta memiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

23. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimamfaatkan oleh masyarakat umum.

24. Basis Akrual adalah basisi akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada
saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

25. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar.

v-*' 26. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi sisa anggaran
lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah.

27. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memeriukan dana
relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

28. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah.

29. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen,
dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

30. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan pemerintahan.

31. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh BUD untuk menampung
seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

32. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

u 33. Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk
melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang
dimiliki.

34. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

35. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan
keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

36. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan
tahunan.

37. Mata Uang Asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

38. Mata Uang Pelaporan adalah mata uang rupiah yangdigunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
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39. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan
mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan.
Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari
keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

40. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

41. Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan
bagian apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari bendahara
Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.

42. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memamfaatkan surplus anggaran.

43. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.

44. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu
aset

45. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau periengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

46. Piutang Transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas
pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

47. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

48. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang
berbeda.

49. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta
bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

50. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) adalah adalah selisih lebih/kurang antara
realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

51. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan.

52. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

53. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

54. Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas
lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi SKPD dan SKPKD dalam pelaksanaan
Sistem dan Prosedur akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin bahwa semua transaksi-transaksi
keuangan yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu SKPD dan SKPKD sudah dicatat
dengan benar, semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material dan
informasi yang disajikan dalam keuangan berasal dari suatu proses (siklus akuntansi) sehingga bisa
ditelusur kebenarannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

{^J (1) Pedoman Sistemdan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin terdiri dari :

a. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

b. Sistem Akuntansi pada SKPD;

c. Sistem Akuntansi pada SKPKD / PPKD;

d. Sistem Akuntansi Konsolidasi LKPD;

(2) Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan
lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota/Surat Edaran Walikota.

i j BAB IV
Vw/ KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah mulai dilaksanakan untuk laporan keuangan
Tahun 2015
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BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal ^° ilG1 2014

y^SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

Drs. H. ZULFADLI GAZALI, M. Si

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2o I.Iei 2014

\x WALIKOTA BANJARMASIN,^Z1

4€>
rMUHIDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 25
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